BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 9¢.d /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMUNITAS INFORMASI MASYARAKAT

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN TABALONG
BUPATI TABALONG,

bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan
bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat
diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;

bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia di
bidang informasi dengan melakukan pembinaan terhadap
komunikasi dan informasi yang berkembang, perlu membentuk
Komunitas Informasi Masyarakat Kabupaten Tabalong;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan
Bupati Tabalong;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9),
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat [I Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat [I Di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5149);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 741};

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun
2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren
Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 519);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 3};

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
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13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun
2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor
69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025
Nomor 17);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan

KESATU :  Membentuk Komunitas Informasi Masyarakat Kabupaten Tabalong
dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KEDUA : Komunitas Informasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan
yang memiliki potensi sebagai jejaring dalam diseminasi
informasi publik;

b. mengidentifikasi isu strategis dan memberikan solusi melalui
pelaksanaan bimbingan teknis, workshop, sarasehan, forum,
dan kegiatan peningkatan literasi informasi;

c. menyediakan bahan-bahan informasi dan melaksanakan
diseminasi informasi dengan memanfaatkan media yang
dimiliki; dan

d. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong sebagaimana
tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tabalong.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
- —————— pada tanggal 29 Kloew fes SeAp,
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Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.

3. Anggota Tim yang bersangkutan.

MUHAMMAD NOOR RIFANI
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 4¢d /2025
TANGGAL 29 X ber LPady

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMUNITAS INFORMASI MASYARAKAT
KABUPATEN TABALONG

NO.| JABATAN DALAM DINAS/KELOMPOK KEDUDU:((I‘;[N vaLaM) RET

1. | Bupati Tabalong Pengarah |

2. | Wakil Bupati Tabalong Pengarah II

3. | Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong Penanggung Jawab

4. | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kosrdinaton
Kabupaten Tabalong

5. | Sekretaris Dinas Komunikasi dan Ketua
Informatika Kabupaten Tabalong

6. | Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi
Publik pada Dinas Komunikasi dan Wakil Ketua
Informatika Kabupaten Tabalong

7. | Fungsional Pranata Hubungan 1 (satu)
Masyarakat Ahli Muda pada Dinas i oran
Kom):mikasi dan Informatikap Kabupaten Selkretaris ¢
Tabalong

8. | Fungsional Pranata Hubungan 1 (satu)
Masyarakat Ahli Pertama pada Dinas An orang
Komunikasi dan Informatika Kabupaten ggota
Tabalong

9. | Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi 1 (satu)
pada Dinas Komunikasi dan Informatika Anggota orang
Kabupaten Tabalong

10. | Ketua Kelompok Informasi Masyarakat
JIKA MAKA ' AnREo

11. | Ketua Kelompok Informasi Masyarakat A
KUNANG-KUNANG nggota

12. | Ketua Kelompok Informasi Masyarakat
OSCAR ’ ’ Anggota

13. | Ketua Kelompok Informasi Masyarakat A
EMBRIO SKILL REgoLa

14. | Ketua Kelompok Informasi Masyarakat
AMOEBA ! ADGEOLR
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